Garisan merah Eropa: Para politisi versus rakyat terkait Gaza
Seiring dengan berlanjutnya serangan Israel, para pemimpin Eropa memperketat represi di dalam negeri untuk membungkam protes yang menandakan semakin lebarnya jurang antara pemerintah dan rakyatnya.

Para demonstran dalam aksi unjuk rasa sebelumnya di London pada tahun 2024. Pada bulan Juni 2025 saja, ratusan ribu orang berdemonstrasi di berbagai kota di Eropa. Foto: Rhisiart Hincks via Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
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Seiring berlanjutnya serangan Israel, para pemimpin Eropa memperketat represi di dalam negeri untuk membungkam protes yang menandakan semakin lebarnya jurang antara pemerintah dan rakyatnya.
 
Setelah lebih dari 21 bulan pembantaian yang disiarkan secara langsung di Gaza, yang secara bulat disebut sebagai genosida oleh para ahli terkemuka, bahkan politisi Eropa mulai dengan lemah mempertanyakan serangan tidak manusiawi Israel. 
Namun, serangan preemptif Israel terhadap Iran bulan lalu, yang memicu perang selama 12 hari, dengan cepat menarik kembali politisi Eropa ke pelukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. 
Pernyataan yang sudah dipersiapkan tentang nilai-nilai Eropa dan hak Israel untuk exist segera diucapkan, disampaikan dengan sikap acuh tak acuh yang sombong dan birokratis, yang mungkin paling mudah diidentifikasi dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Dalam proses ini, Kanselir Jerman, Frederic Merz, menambahkan intensitas yang blak-blakan ketika ia memuji Israel karena melakukan drecksarbeit atau pekerjaan kotor Barat. Pekerjaan kotor ini, sejak 7 Oktober 2023, secara resmi mencakup lebih dari 35.000 serangan di lima negara: Wilayah Palestina yang Diduduki, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran.
Beberapa minggu sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Presiden AS Donald Trump di mana pemimpin Amerika tersebut berperilaku lebih baik dari biasanya, Merz menegaskan bahwa ia melihat kekalahan Nazi sebagai pembebasan Jerman. Sementara itu, ia berulang kali menyalahkan peningkatan antisemitisme di Jerman pada imigran. 
Pernyataan-pernyataan ini dari pemimpin negara terbesar di Eropa menandakan perubahan drastis dalam ingatan sejarah, di mana pertama, Jerman menjadi korban baik Nazi maupun antisemitisme, dan kedua, ancaman nyata bagi Eropa muncul dari negara-negara dan orang-orang Islam. 
Premis dasar bahwa negara Yahudi ditinggalkan untuk melakukan "pekerjaan kotor"—karena Eropa sendiri terlalu beradab untuk mengatasinya—tentu saja secara mendasar antisemit. Ini adalah exceptionalisme yang mengejutkan dan menyimpang, di mana Israel harus beroperasi di luar batas hukum internasional dan etika karena Eropa tidak bisa melakukannya.
Meskipun politisi Eropa telah secara prediktif bersikap tunduk terhadap Israel, dan kebencian mereka terhadap Muslim secara umum (seperti yang terlihat dalam retorika anti-imigran mereka) dan terhadap Palestina secara khusus, telah dibungkus dengan tuduhan antisemitisme, terdapat pergeseran yang terlihat dalam suasana publik terkait isu ini. 
Protes rakyat
Jumlah besar warga Eropa secara rutin memadati jalan-jalan untuk memprotes keterlibatan pemerintah mereka dalam genosida. Pada Juni 2025 saja, ratusan ribu orang berdemonstrasi di berbagai kota Eropa.
London, yang telah mengadakan protes pro-Palestina bulanan—protes pada November 2023 dihadiri oleh lebih dari satu juta orang—menyelenggarakan dua protes besar bulan lalu. Lebih dari 300.000 orang turun ke jalan di Roma, hampir 150.000 di Den Haag, yang menjadi markas Mahkamah Internasional tempat Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida, serta Mahkamah Kriminal Internasional yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, dan 110.000 orang berdemonstrasi di Brussels, tempat markas Uni Eropa. 
Orang Prancis, seperti biasa, ikut serta dalam aksi protes ketika pasukan Israel menahan aktivis di atas kapal flotilla ‘Madleen’, yang termasuk anggota Parlemen Eropa Prancis-Palestina Rima Hassan. Ribuan orang juga hadir di Pameran Udara Paris, menyerukan penghentian partisipasi Israel. Sekitar 125 kota di Spanyol mengadakan protes bersamaan pada 14 Juni. Sebuah protes di Madrid sebulan sebelumnya dihadiri oleh 50.000 orang. 
Kota-kota di seluruh Eropa, termasuk Lisbon, Berlin, Bern, Copenhagen, Athena, dan Stockholm, menunjukkan solidaritas mereka terhadap Palestina dan penolakan terhadap pemerintah mereka. Dalam banyak protes ini, para demonstran mengenakan pakaian merah, menciptakan garis merah simbolis sebagai penolakan terhadap keterlibatan pemerintah.
Baik jumlah maupun sifat luas protes-protes ini menunjukkan adanya gelombang opini publik yang menentang dukungan pemerintah mereka terhadap Israel. Sebuah jajak pendapat terbaru di Inggris menunjukkan bahwa 57 persen masyarakat Inggris mendukung embargo senjata terhadap Israel dan 54 persen mendukung pengusiran Israel dari PBB. Kampus-kampus di seluruh Eropa dan Inggris telah menjadi lokasi utama solidaritas terhadap Palestina. Survei lain menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina di kalangan usia 18-24 tahun meningkat dari 16 persen pada November 2019 menjadi 58 persen pada Juni 2025.
Selain itu, survei YouGov EuroTrack terbaru menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Israel telah anjlok drastis di enam negara yang dipantau, yaitu Inggris, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, dengan 63-70 persen responden memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Pusat Penelitian Pew, sebuah lembaga think tank Amerika, juga mengonfirmasi temuan ini.
Sementara itu, seiring dengan meningkatnya aksi protes di jalanan, para politisi dengan cepat mengerahkan pasukan kepolisian mereka. Pada akhir 2024, European Civil Forum, jaringan transnasional yang tersebar di 27 negara, melaporkan bahwa setidaknya 836 insiden berkisar dari ancaman tindakan hukum hingga pelecehan, intimidasi, kekerasan, ancaman terhadap status kewarganegaraan atau tempat tinggal, kampanye fitnah, serangan siber, dan pengawasan telah terjadi di negara-negara Eropa sejak 7 Oktober 2023. Negara Jerman memimpin dengan 281 insiden semacam itu, diikuti oleh Inggris (244), Belanda (87), Prancis (79), Italia (58), Swiss (20), Austria (17), dan 50 insiden di negara-negara Eropa lainnya. 
Laporan terbaru Forum Sipil untuk tahun 2025 mencatat beberapa insiden tambahan, termasuk deportasi demonstran pro-Palestina oleh Jerman dan razia polisi terkoordinasi terhadap aktivis atas kejahatan pro-Palestina, polisi Austria menggunakan drone, mobil pemantauan, anjing polisi, truk, dan derek untuk membersihkan perkemahan di Wina, serta peningkatan umum pelanggaran hak asasi manusia dan penangkapan di negara-negara Eropa lainnya. 
Secara umum, terdapat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kriminalisasi protes pro-Palestina. Denmark mengusulkan untuk memberikan wewenang baru kepada polisi untuk melawan kejahatan antisemit, dengan menekankan antisemitisme yang diperoleh dari rasa jijik terhadap Negara Israel. Contoh paling mencolok baru-baru ini adalah pengesahan undang-undang di Parlemen Inggris pada 2 Juli yang melarang Palestine Action, sebuah kelompok kampanye terkemuka, sebagai organisasi teroris atas kejahatan menyemprotkan cat merah pada dua pesawat di pangkalan militer.
Jarak antara rakyat dan pemerintah mereka tidak bisa lebih jelas lagi. 
Dalam esai antikolonialnya yang kuat, Discourse on Colonialism, penulis dan politikus Martinique Aimé Césaire menulis: kolonialisme bekerja untuk mendegradasi peradaban penjajah, untuk membrutalisasi dia dalam arti sebenarnya kata itu. Perang kolonial Israel di Palestina telah menemukan pembela paling setia di kalangan politisi Eropa. 
Namun, ini bukan hanya perang yang jauh. Saat rakyat bangkit dengan kemarahan dan kengerian melihat pembantaian harian yang terjadi di layar mereka, politisi Eropa secara perlahan namun pasti menerapkan serangkaian infrastruktur hukum, politik, dan teknologi untuk membatasi kebebasan di Eropa, mencabut hak-hak, dan menghalangi setiap ruang untuk tindakan solidaritas yang berarti dengan rakyat yang sedang mengalami genosida. Mereka melayani politik yang melepaskan dan melegitimasi Islamofobia yang merajalela atas nama pencegahan antisemitisme.
‘…[S]ecara perlahan namun pasti, benua ini menuju ke arah kejahatan’, Césaire telah memperingatkan.
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